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LEMBARAN DAERAH
EABUPATEN DAERAH TINGEAT II EKEBUMEN

NOMOR: 6 TAHUN 1998 SERI:B NOMOR:2
‘ PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGEKAT II

KEBUMEN
NOMOR & TAHUN 13897

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGEAT I1

KEBUMEN NOMOR 5 TAHUN 1386 TENTANG

IJIN MENDIRIKAN PERUSAHAAN PENGANGEKUTAN
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

DENGAN EAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI

. Menimbang : a.

KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

bahwa tarip retribusi ijin/persetuduan -
prinsip dan peneng kendarzan DermoLor
umum serts biavae asdministrasi atas
perubahan ijin sebsgsimsna diatur 4
Pasal 13 dan Pasasl 18 =syat {3) Peratu
Daerah Howmor 5 Tahun 15988 tentang
Mendirikasn Perusshssn Pengsngkutaen di
Kabupaten Daerash Tingkst II Kebumen
sudah tTidak sesusl lagil dan perlu dise-
susikan
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bahwa untul pelaksanaan butir a tersshut
di atas maka perlu mengubah Feraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 1988 tentang Ijin
Mendirikan Ferusahaan FPengangkutan ai

Kabupaten Daerah Tingkat 11 Eebumen :

bahwa untuk maksud tersebut di atas per-
lu diatur dengan Feraturan Daerah Peru-
bahan.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1953 ten -
tang Fembentukan Ddasrah-daerah Kabupaten
Dlalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah :

Undang-undang Homor 12/0rt. Tahun 1957 -
tentang Feraturan Umum Retribusi Daerah

{Lembaran Negara Repubhlilkt Indonesi
Nemor 57 Tahun 1857, Tambahan Lembaran

-

Negara Republik Indonesia Nomor 1288%

£

ndang-undang Homor & Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Femerintahan di Daerah
{Lembaran HNegara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara Homor 3037) ;

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1982 ten -
tang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1882 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;
Peraturan Femerintah Nomor 32 Tahun 1850
tentang FPenetapan mulai berlakunya
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1850 :

Feraturan Femerintah Nomor 22 Tahun 1880
tentang FPenyverahan Sebagian Urusan

Femerintahan ......
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Femerintahan dalam Bidang Lalu Lintas
dan Angiutan Jalan kepada Daeran Tingkat
1 dan Ttaerah Tingkat II {Lembaran HNegara
Republik Indonesia Tahun 1880 Nomor Z£6,
Tambahan Lembaran Hegara Republilk Indo-

nesia Homor 3410)
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Feraturan FPemerintah Nomor 41 Tahun
tentang Angkutan Jdalan xhemuar%n Neg
Republik Indonesia Tahun 1883 Nomor
Tambahan Lembaran HMHegara Hepublik Ing
nesia Homor 3DE7) ;
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Keputusan HMenteri Ferhubungan tanggal 1
Mei 1984 MNomor @ EM.IH/T -gnl'“hb—1QS4
tentang Fedoman Fenyederhanaan Ferijinan
Jsaha di Sektor Ferhubungan

oy

Keputusan Menteri Ilalam Negeri Nomor &4
Tahun 1883 tentang Bentuk Feraturan
Tiaerah dan Feraturan Daerah Ferubahan ;

KEeputusan Gubernur Kepala Daerah Tingka

1 Jawa Tengah Nomor : 551.2/187./198b
tentang FPedoman FPemberian Ialn Mendiri-
kan Ferusshaan Fengangkutan di Fropinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Feraturan Laerah Eabupaten Damerah Ting -
kat I1 Eebumen Nomor & Tahun 1988 ten-
tang Ijin Mendirikan Ferusahaan Pengang-
kutan di Eabupaten Dasrah Tinglkat I1
Kebumen {Lembaran Ilasrah Kabupaten
Dlaerah Tingkat II Xebumen Tahun 1887
Nomor 1)

FPeraturan Daerah Xabupaten Ilaerah Ting -
kkat 11 Xebumen Nomor 3 Tahun 1889 ten-
tang FPenyidik Fegawai Negeri Sipil d4di

lingkungan .......



lingkungan Femerintah Xabupaten Daerah
Tingkat I1 Xebumen {Lembaran Ilasrah
Kabupaten Daerah Tingkat II Xebumen
Tahun 198% Nomor 7).

engan Fersetujuan DTewan Ferwakilan Rakyat DIlasrah
abupaten Imerah Tingkat II EKebumen

T
K

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUFPATEN DAERAH TINGEAT
II EKEBUMEN TENTARG FERUBAHAN FPERTAMA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN IAERAH TINGEAT
I1 KEBUMEN NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG IJIN
MENDIRIKAN PERUSAHAAN TENGANGEUTAN DI
KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11 KEBUMEN.

Fasal 1
Feraturan DIlaerah Kabupaten Ilaerah Tingkat
11 Kebumen HNomor Tahun 1898686 tentang Ijin
Mendirikan Ferusahaan Fengangkutan d4i
Rabupaten Daerah Tingkat II Kebumen yang
. disahkan dengan BSurat Keputusan Gubernur
Kepala Diasrah Tingkat I Jawa Tengah Nomor
: 188.3/486/1888 tanggal 23 Desember 1986
dan diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Tlasrah Tingkat II Kebumen Tahun
1887 Homeor 1 Seri), diubah sebagai beri-
kut
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Pazal 13 ayat (1), {2} dan (3 diubkah dan -
dibacs sebsgsl berikut :

Tarip retribusi untuk mendspst-

a. Bagi Ferusahaan Fengangkutan Bu= at
Trulk :

1. Dlengan armada 1 =/d 4 kendaraan -
sebesar Rp 100,000,000 (seratus
ribu rupiah)

2. Dengan armada & =4 10 kendaraan -
sebhesar Rp 1580.000,00 {seratus

B

iima puluh ribu ruEian) g

4. Diengan armada 11 s/
aebezar Rp 300,000
ribu rupiah) ;

y; =

d 25 kendaraan
1,00 {tiga ratus

"")

4, Diengan armada lebih dari 25 kenda-
raan sebesar Rp 450.000,00 {em—
rat ratus lima puluh ribu rupiah’d.

Retribuzsi untuk mendapatkan persetujuan
rrinsip dimaksud Fasal 3 dan Fasal B
huruf b Feraturan Daerah ini ditentukan
sebesar Rp 75.000,00 {tujuh puluh lima
ribu rupiahj.

Biaya untul mendapatkan peneng kendaraan
dimaksud Fasal 11 ayat {1} Peraturan
Daeran ini ditentukan sebe=zar
Rp 5.0046,00 (iima ribu rupiah) rper
kendaraan.

B. Fasal ........
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FPazsal 15 awvat {13 dihapus, selanjutnya ayat
{Zy dan {3) mendsdl syet {1} dan (&).

Pasal 18 avast {3) diuvbah dan dibsca sebagai
" 54

Untuk perubahan ijin dikenakan biaya admi-
nistrasi sebesar Rp 25.000.00 {dua puluh
lima ribu rupiah) per kendaraan.

- Menambah BAB baru wvaitu BAE XI dengan ju -
dul : KETENTUAN FIDANA DIAN PENYIDIKAN yang
terdiri dari =atu pasal, yaitu Pasal 17
vang berbunyi sebagai berikut :

-

Pasal 17

{1y Pelanggaran atas ketentuan-lketentuan -
aebhagaimana dimaksud dalam Fasal 2, 3
ayat (1), Pasal 13 awvat (1}, (23 dan
{3y, Pasal 1€ ayat {1y dan ayat (3}
Peraturan Daerah ini diancam dengan
hukuman =selama-lamanya © {(=snam} bulan
atau denda setinggi-tingginya
Rp 50.000,00 {lima ruluh ribu rupiah}.

{2) Belain cleh Fejabat Fenyidik Umum yang
bertugas menyidilk tindak pidana,
renvidikan atas tindak pidana sebhagai-
mana dimaksud dalam Feraturan DIiasrah
ini dapat dilakukan oleh Fejabat
Fenyidik Fegawal HMNegeri 3S5ipil (FPNGS)
di lingkungan Femerintah Ilasrah yang
rengangkatan, kewsnangan dan dalam
menjalankan tugasnya ditetaprkan sesuail
dengan peraturan rerundang-undangan
vang herlaku.

- Merubah ...... e
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- Merubah BAE XI menjadi BAE XII, BAB XI11 -
menjadi BAE XIII, BAP X111 menjadi BAE IV,
Fasal 17 menjadi Pasal 18, Pasal 18 menja-
di PFasal 19, dan Fasal 19 menjadi Fasal
20.

Pasal 11

. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar supaya setiapr orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Feraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Dasrah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Ditetarkan di Kebumen
pada tanggal & Februari 1987

DEWAN FERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEFALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT I1 KEBUMEN TINGEKAT 11 KEBUMER

Ketua,
L.tad t.t.d
. H. ZAISAL SIPIET H. AMIN SOELOIBYO

Disahkan .........
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sahkan oleh Gubernur Kepala IDlaerah Tingkat I

is
awa Tengah dengan Surat Xeputusan tanggal 13
esember 1897 Homeor : 188.3/568,,189%7.
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DNiundangkan dalam Lembaran I'aerah Kaburpaten
Tlaeran Tingkat I1 Eebumen Tahun 19898 Nomor &

~

Seri B HNomor 2 pada tangsgal § Januari 1888,

SEKRETARIS WILAYAH/T:AERAH
TINGKAT II KEBUMEN

t.t.d

Irs. SOEFPARDJO ANGGASASMITA

PEMBINA TINRGEAT 1
NIFP.D10 046 438
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PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGEAT II
KEBUMEN

MOMOR & TAHUN 1357
TENTARNG
FUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TNGKAT II KEBUMEN NOMOR 5 TAHUN 1588 TENTANG

IJIN MENDIRIKAN PERUSAHAAN PENGANGKUTAN
DI KABUPATEN DAERAH TINGEKAT II KEBUMEN

PENJELASAN UMUM.

Bahwa tarip retribusi ijinspersetujuan
prinsip dan rpeneng kendaraan bermotor umum sSerta
biava administrasi atas perubahan ijin sebagaimana
diatur dJdalam Feraturan Ilaerah Homor 5 Tahun 1886
tentang 1jin Mendirikan Ferusahaan FPenganghkutan di
KabupatPn Diaerah Tingkat II EKebumen sudah tidak
sesuai lagi dengan perkembangan sekarang. maka

~

rerlu disesuaikan.

Atazs dasar pertimbangan tersebut 4di atas
maka perlu meninjau kembali dan mengubah Feraturan
Tiaerah Kabupaten Daerah Tingkat I1 Kebumen HNomor &
Tahun 1986 tentang IJin Mendirikan Ferusahaan
Penganglkutan di Xabupaten Dlaerah Tingkat II Kebu-
men.

intult pelaksanaan maksud tersebut di atas
perliu diatur dengan Feraturan Daerah.

» PENJELAGAN .....-..-
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ELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pssal I s/d Pasal II s
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Cukup jelas.



